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PENGANTAR

Demokratisasi pasca 1998 menyediakan panggung bagi 
aktor-aktor baru dari beragam latar belakang pendidikan, 
profesi, dan ideologi untuk ikut berkontestasi membincangkan 
kembali posisi Islam dalam negara dan masyarakat Indonesia. 
Aktor-aktor baru ini menawarkan diskursus dan habitus 
keagamaan baru serta mendorong isu-isu kemaslahatan 
publik dan interpretasi Islam ke dalam diskusi publik. Mereka 
membuka perdebatan seputar relasi agama dan negara yang 
sempat dianggap ‘final’ dengan beragam tawaran alternatif 
yang dipopulerkan melalui ruang-ruang publik, seperti sekolah, 
kampus, masjid, majelis taklim, radio, televisi, internet, dan media 
sosial. Namun, ini bukan berarti bahwa aktor-aktor keagamaan 
lama menarik diri dari panggung publik. Perkembangan di 
ruang publik menunjukkan kontestasi otoritas antar aktor-aktor 
keagamaan yang berebut pengaruh publik, dan negara dalam 
hal ini mengikuti dengan seksama diskursus yang berkembang 
di kalangan aktor-aktor yang disebut “ulama” ini untuk menjadi 
pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan arah politik. 

Buku ini mengulas dinamika politik keagamaan dan persepsi 
terhadap gagasan negara-bangsa modern dan konsep-konsep 
turunannya seperti toleransi, kewargaan, dan antikekerasan 
dengan menekankan perhatian pada dinamika lokal. Dengan 
fokus penelitian di 15 kota (Medan, Jakarta, Bandung, Surkarta, 
Makassar —yang mewakili kota metropolitan Islam— Banda 
Aceh, Padang, Surabaya, Palangka Raya, Banjarmasin —yang 
mewakili kota dengan tradisi ulama arus utama— Pontianak, 
Denpasar, Ambon, Manado, dan Kupang —yang mewakili kota 
dengan isu minoritas Muslim yang khas), penelitian ini ingin 
melihat sejauh mana konteks sosial, politik, dan keagamaan 
lokal memengaruhi cara pandang ulama yang merupakan agen 
politik penting dalam iklim demokrasi populis terkait relasi 
agama dan negara, sistem politik, dan relasi antarwarga. Konteks 
lokal masing-masing kota menghadirkan dinamika beragam 
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dan menarik yang tidak selalu kongruen dengan konteks politik 
dan keagamaan nasional. Imaginasi, argumentasi, dan reservasi 
ulama tentang gagasan negara-bangsa di masing-masing kota 
banyak dipengaruhi oleh latar belakang intelektual, ideologis, 
politik, sosial, dan keagamaan lokal yang khas. Konteks 
nasional tentu saja ikut mewarnai dinamika lokal dalam level 
tertentu, terutama di kota-kota yang ulama dan masyarakatnya 
mengikuti isu-isu politik dan keagamaan nasional. 

Buku ini merupakan salah satu produk dari survei dan 
penelitian tentang persepsi ulama tentang negara-bangsa 
yang dilakukan oleh para peneliti dari Pusat Pengkajian Islam 
Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDeP) dan Pascasarjana 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini merupakan 
bagian dari Program CONVEY Indonesia yang digagas oleh 
Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan United Nations 
Development Programme (UNDP). 

Sebelum penelitian lapangan dilakukan, beberapa workshop 
diselenggarakan untuk mematangkan teori, instrumen, dan 
metode penelitian. Workshop instrumen kualitatif diadakan di 
Surakarta pada Agustus 2018 dengan mengundang beberapa 
narasumber antara lain Yusuf Rahman, Jajang Jahroni, Ema 
Marhumah, Jazilus Sakho’, dan Syamsul Arifin, perwakilan dari 
Convey-UNDP-PPIM Utami Sandyarani, Dirga Maulana, dan 
Sachiko Kareki. Workshop ini merekomendasikan perlunya 
diselenggarakan workshop khusus instrumen kuantitatif yang 
sebenarnya tidak ada di dalam rencana proposal. Namun, 
untuk keberhasilan dan kekuatan penelitian, workshop 
instrumen kuantitatif akhirnya diselenggarakan di Yogyakarta 
dengan mengundang narasumber, yaitu Ismatu Ropi, Miftahun 
Ni’mah Suseno, dan Maria Widagdo. Workshop ini juga 
merekomendasikan terselenggaranya workshop konsolidasi 
nasional dengan mengundang perwakilan asisten peneliti dari 
15 kota. Workshop yang diadakan di Yogyakarta ini bertujuan 
membangun komunikasi dan kesepahaman dengan asisten 
lokal terkait strategi dan cara kerja penelitian di lapangan.
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  Penelitian ini melibatkan 15 peneliti utama dari bidang 
yang beragam dalam rumpun studi Islam dan ilmu sosial: 
politik Islam, antropologi Muslim urban, studi lintas iman, 
studi al-Qur’an dan hadis, kajian Timur Tengah, Salafisme, 
studi minoritas, hukum Islam, pekerjaan sosial, dan psikologi. 
Penelitian lapangan berlangsung dari September hingga 
Oktober 2018. Untuk mempertajam analisis, workshop hasil 
penelitian diselenggarakan di Surakarta dengan mengundang 
beberapa narasumber, antara lain Prof. Al Makin, Saiful Umam, 
dan Jaya Dani Mulyanto. Untuk finalisasi laporan lokal, satu 
workshop lagi diselenggarakan di kota yang sama.

Sebelum buku ini terbit, hasil penelitian diseminarkan 
di dua kota, Makassar dan Banda Aceh pada November dan 
Desember 2018 dengan mengundang narasumber Prof. Kadir 
Ahmad, Wahyuddin Halim, Fuad Jabali, dan Reza Indria, 
sebelum akhirnya di-launching di Jakarta pada Januari 2019 
dengan mengundang narasumber Prof. Jamhari Makruf dan 
Ahmad Suaedy. Seminar hasil penelitian ini penting tidak hanya 
untuk membagi hasil temuan penelitian, namun juga untuk 
mendapatkan respon dan masukan dari pakar, ulama, dan 
masyarakat secara umum. Feedback dan masukan ini tentunya 
menjadi pertimbangan penting bagi kami dalam menulis buku 
ini. Buku ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam 
membaca persepsi, argumentasi, dan reservasi ulama dalam 
melihat gagasan negara-bangsa modern terutama dalam 
konteks demokrasi populis.

Penelitian ini tidak lepas dari kontribusi, kerja keras, dan 
dedikasi ke-15 peneliti, yaitu Noorhaidi Hasan (Surakarta), 
Suhadi (Denpasar), Najib Kailani (Palangka Raya), Munirul 
Ikhwan (Bandung), Moch Nur Ichwan (Banda Aceh), 
Muhammad Yunus (Medan), Euis Nurlaelawati (Jakarta), 
Roma Ulinnuha (Padang), Ibnu Burdah (Surabaya), Sunarwoto 
(Pontianak), Ahmad Rafiq (Banjarmasin), Rofah Muzakir 
(Kupang), Nina Mariani Noor (Ambon), Eva Latipah (Manado), 
dan Muhrisun Afandi (Makassar). Keberhasilan penelitian yang 
menghasilkan buku ini juga tidak lepas dari peran para asisten 
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peneliti yang telah bekerja keras membantu para peneliti di 
lapangan. Mereka adalah Marzi Afriko, Murni Barus (Banda 
Aceh), Musdalifah, Rahman Mantu (Manado), Syamsul Arif 
Galib, Rusdianto R (Makassar), Purjatian Azhar, Muhammad 
Irfan (Medan), Mhd Yazid, Ujang Wardi (Padang), Muhammad 
Ihsanul Arief, Nur Qomariyah (Banjarmasin), Muhammad Lutfi 
Hakim, Rizki Susanto (Pontianak), Supriadi, Muhammad Iqbal 
(Palangka Raya), Zet A Sandia, Ardiman Kelihu (Ambon), Ahmad 
Al Amin, Ismaul Fitriyaningsih (Denpasar), Umar Sulaiman, 
Aziz  Marhaban (Kupang), Fahmi Muhammad Ahmadi, Ronni  
Johan (Jakarta), Cucu Surahman, Mokh. Iman Firmansyah 
(Bandung), Chafid Wahyudi, Mahbub Ghozali (Surabaya), dan 
Anas Aijudin, Mibtadin (Surakarta)

 Kerja keras dan dedikasi juga ditunjukkan oleh manajemen 
PusPIDeP-Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga: Noorhaidi, Suhadi, 
Najib Kailani, Munirul Ikhwan, Erie Susanty, Siti Khodijah Nurul 
Aula dan Nisa Friskana Yundi yang mengawal penelitian dari 
awal hingga akhir. Tak lupa juga menyebut peran Ibnu Burdah 
yang mendedikasikan waktu dan pikiran dalam menyelaraskan 
diksi dan bahasa tulisan-tulisan di dalam buku ini. 

Terimakasih tak terhingga terucap kepada CONVEY 
Indonesia dan PPIM Jakarta yang telah memberi kepercayaan 
kepada PusPIDeP dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga sebagai 
mitra dalam proyek penelitian CONVEY, terutama peran dari 
Prof. Jamhari Ma’ruf, Saiful Umam, Yusuf Rahman, Fuad Jabali, 
Ismatu Ropi, Jajang Jahroni, Dirga Maulana, Utami Sandyarani, 
Jaya Dani Mulyanto, Hidayat, Narsi dan nama-nama lainnya. 
Terima kasih juga terucap kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, Prof. K.H. Dr. Yudian Wahyudi, dan wakil-wakil 
rektor: Prof. Dr. Sutrisno, Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin dan Dr. 
Waryono Abdul Ghafur yang selalu memberikan dukungan dan 
menyediakan atmosfer akademik yang memacu produktivitas 
riset-riset berkualitas. Selamat membaca!

Yogyakarta, 20 Januari 2019
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ULAMA DAN NEGARA BANGSA DI 
TANAH BANJAR1:

Antara Reservasi Dan Resiliensi

Ahmad Rafiq

Sejak berdirinya kesultanan Banjar di Kalimatan Selatan pada 
abad ke-16 M, konsep Banjar selalu diidentikkan dengan 
Islam. Setidaknya, ada tiga tesis utama tentang Banjar dan etnis 
Banjar. Pertama, Banjar adalah melayu dengan merujuk kepada 
kedekatan bahasa, pakaian, dan sejumlah ritual yang juga dapat 
ditemukan di beberapa dearah di tanah utama melayu, yakni 
Sumatera saat ini. Kedua, Banjar adalah transformasi etnik dari 
Dayak yang telah terlebih dahulu mendiami daerah Kalimantan, 
termasuk Kalimantan Selatan. Salah satu pendapat menyatakan 
bahwa Dayak merupakan merupakan protomelayu di tanah 
Kalimantan (Radam 2001; lihat Tsing 1993). Tesis terakhir, 
Banjar merupakan entitas politik, yang dikonstruksi pada saat 
berdirinya kesultanan Banjar, untuk menyatukan berbagai faksi 
yang berperan dalam memenangkan perang saudara yang 
telah berhasil menaikkan Pangeran Samudera sebagai Sultan 
pertama dan bergelar Sultan Suriansyah. (Lihat Daud 1997; 
Hawkins 2000; Ideham dkk. 2005; Rafiq 2014; Mujiburrahman 
dkk. 2011; Syahriansyah 2016). Islam sejak semula dijadikan 

1 Istilah Banjar pada tulisan ini digunakan sebagai padanan kata Banjarmasin 
dengan pengertian yang lebih luas, mencakup ruang fisik, sebutan politik, 
maupun kelompok etnis, sesuai dengan konteks kalimat. Istilah ini lebih lazim 
digunakan oleh penduduk di Banjarmasin untuk menyebut ruang, identitas diri 
dan kesejarahan mereka, dibandingkan dengan kata Banjarmasin yang lebih 
serng dimaknai sebatas ruang fisik ibukota propinsi Kalimantan Selatan.
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penanda etnis dan politik kesultanan Banjar sebagai bentuk 
transformasi dari bentuk kerajaan Hindu Negara Daha dan 
kerajaan-kerajaan sebelumnya. 

Sebagai penopang proses tranformasi itu, proses Islamisasi 
kesultanan Banjar selalu melibatkan tokoh agama atau ulama 
yang mendampingi Sultan. Keberadaan Ulama dalam lingkaran 
utama kekuasaan kesultanan menjadi pola yang terus ada secara 
relatif dan dinamis sepanjang sejarah kesultanan Banjar. Pada 
fase pertama transformasi, Sultan Suriansyah didampingi oleh 
Khatib Dayan yang dalam catatan sejarah ditulis sebagai utusan 
kerajaan Demak untuk membimbing keberislaman Sultan dan 
kesultanan Banjar. Pada abad ke-18, Kesultanan Banjar memiliki 
penasihat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (m.1812). Ia 
merupakan ulama besar yang keulamaan dan keturunannya 
mewarnai secara dominan sejarah Islam di Banjar hingga saat 
ini. Sekalipun demikian, hingga runtuhnya kesultanan Banjar 
(ca. 1905), sulit ditemukan catatan-catatan tertulis, baik dalam 
karya-karya Syekh Al-Banjari maupun keturunannya, yang 
mengulas secara mendalam pandangan politik Islam terhadap 
kesultanan ataupun pemerintahan secara umum, atau dikursus 
fiqih siyasah dalam keilmuan Islam.

Absennya diskursus ini juga tergambar dari sejumlah kajian 
tentang ulama di Banjarmasin. Kajian-kajian tersebut sebagian 
besar masih didominasi oleh kajian historis dan biografis, 
sebagiannya bahkan hagiografis, seperti manaqib. Kajian 
seperti ini dapat ditemukan dalam penelitian Rahmadi dkk 
(2007) tentang Manakib Karya-karya Ulama Banjar. Tulisan 
yang hampir senada juga dilakukan oleh Bayani Dahlan (2009) 
tentang Ulama Banjar dan karya-karyanya. Rahmadi dan Husaini 
Abbas (2012) kembali menulis tentang genealogi intelektual 
ulama di Banjar dengan menggunakan pendekatan sejarah. 
Selain karya kumpulan biografi, juga ada model lain berupa 
karya biografi personal ulama di tanah Banjar. Bayani Dahlan 
dkk (2007) juga menuliskan biografi H.M. Asywadie Syukur, 
Saifuddin (2013) secara khusus membahas ulama perempuan, 
cucu dari Syekh al-Banjari yang melahirkan karya monumental 
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Kitab Purukunan Melayu yang dibaca secara massif sampai 
saat ini di sekitar Asia Tenggara. Sebelumnya Abu Daudi juga 
pernah menuliskan biografi tunggal Syekh Muhamamd Arsyad 
al-Banjari. Karya biografis yang lebih luas cakupan dan jumlah 
ulama yang dibahas, dipersiapkan dan ditulis oleh A. Makkie 
dkk (2010 dan 2010) dari Tim Majelis Ulama Indonesia Provinsi 
Kalimantan Selatan yang terdiri dari dua edisi. Data-data 
dihimpun dari catatan tertulis serta sejarah lisan yang disajikan 
dalam bentuk ruang spasial berbasis kabupaten-kabupaten di 
Provinsi Kalimantan Selatan. Pada 2018, bekerja sama dengan 
UIN Antasari Banjarmasin, buku terbitan MUI ini direvisi 
dengan menambah beberapa nama baru, termasuk ulama yang 
masih hidup, dan disajikan dalam urutan abad sejak sebelum 
abad ke-19 hingga saat ini.

Edisi 2010, 2011, dan 2018 biografi ulama terbitan MUI 
Kalimantan Selatan ini diberi pengantar oleh Mujiburrahman. 
Pengantar ini dapat dikelompokkan dalam pola tersendiri 
kajian ulama di Kalimantan Selatan yang menekankan pada 
sisi diakronis peristilahan dan peran ulama di Kalimantan 
Selatan. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang lebih 
menitikberatkan pada kronologi dan eksplanasi sejarah, pada 
bagian ini Mujiburrahman menunjukkan bahwa sebutan-
sebutan seperti Tuan Guru, Guru, Muallim, dan belakangan 
Ustaz menandai posisi dan peran sosial keagamaan, bahkan 
politik, sekaligus lokalitas ulama yang dikenai istilah tersebut. 
Sekalipun telah menyajikan analisis awal tentang peran sosial 
keagamaan dan politik ulama dalam perjalanan sejarah di 
Kalimatan Selatan, tulisan ini tidak secara spesifik menyentuh 
isu negara-bangsa dalam pandangan para ulama, namun telah 
berhasil menyediakan perspektif awal untuk memahami lebih 
jauh pandangan ulama di Banjarmasin tentang negara-bangsa 
selanjutnya. 

Beberapa penelitian di UIN Antasari, Banjarmasin, mulai 
memasuki isu pandangan ulama di Kalimantan Selatan 
terhadap kebijakan atau fenomena sosial di sekitar mereka. 
Saifuddin dkk. (2014) melaporkan hasil penelitian persepsional 
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tentang ulama di kota Banjarmasin dan hak-hak reproduksi 
perempuan. Mahsunah Hanafi dkk. (2015) melakukan kajian 
dengan pendekatan dan subyek sama tentang isu asuransi. 
Kajian yang lebih benuansa fenomenologis dilakukan oleh 
Ahmad Sagir dkk. (2011) tentang teologi bisnis para ulama. 
Ketiga penelitian ini secara umum menyajikan secara normatif 
pandangan para ulama yang diteliti, kecuali penelitian 
Saifuddin dkk. yang masuk lebih jauh pada aspek eksplanatif, 
sekalipun belum didukung oleh analisis yang lebih jauh. 
Nahed Nuwairah (2007) melakukan penelitian yang lebih dekat 
dengan isu negara-bangsa tentang pandangan politik seorang 
ulama di Kalimatan Selatan. Penelitian ini menitikberatkan pada 
pandangan normatif tokoh yang bersangkutan tentang hak dan 
kewajiban warga negara dan deskripsi latar historis sang tokoh, 
yang dapat dijadikan pijakan awal untuk melakukan eksplanasi 
sejarah pandangan si tokoh pada penelitian lebih lanjut.       

Belum ditemukan kajian terdahulu yang menyajikan 
secara spesifik pengalaman beragama atau pengalaman 
sejarahpara ulama di Banjarmasin khususnya atau provinsi 
Kalimatan Selatan terkait dengan konstruksi negara-bangsa 
di Indonesia. Hal ini patut disesalkan sebab embrio historis 
bentuk negara-bangsa di Indonesia, tidak bisa dilepaskan 
dari peristiwa Muktamar NU 1936 di Banjarmasin. Muktamar 
tersebut di antaranya menghasilkan fatwa bahwa Indonesia 
adalah darussalam, sekalipun ia ada dalam jajahan Belanda 
pada saat itu. Fatwa ini membawa konsekuensi kewajiban 
setiap Muslim di dalamnya untuk berjuang membela Indonesia 
sebagai negara yang belum merdeka saat itu. Fatwa tersebut 
dibacakan sendiri oleh Hadratusy Syekh K.H. Hasyim Asy’ari, 
pendiri Nahdlatul Ulama, pada saat itu. Fatwa inilah yang 
kemudian menjadi salah satu dasar resolusi jihad perlawanan 
terbuka terhadap kolonial Belanda pada tahun 1945. Sekalipun 
demikian, bersamaan dengan pemberontakan DI TII di Aceh, 
Jawa Barat dan Makassar, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan 
juga melakukan gerakan yang sama secara lokal. Berkebalikan 
dengan fatwa Muktamar NU 1936 yang menegaskan semangat 
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kebangsaan, pemberontakan Ibnu Hajar yang dipicu oleh 
kekecewaan atas ketiadaan akomodasi sebagian mantan 
pejuang kemerdekaan karena alasan administratif, tidak secara 
spesifik mengkritik bentuk negara-bangsa yang dipilih oleh 
Indonesia, sekalipun menggunakan label Darul Islam. Menurut 
van Dijk (1983), pemberontakan DI/TII Ibnu Hajar relatif 
terpisah secara ideologis dan gerakan dari pemberontakan 
yang sama di daerah Jawa Barat.

Sentralitas peran ulama di Banjar dan pengalaman 
sejarah bernegara-bangsa di Banjarmasin secara khusus, dan 
Kalimantan Selatan secara umum, sedikit banyak memengaruhi 
posisi ulama di Banjarmasin terhadap konsep dan praktik 
negara-bangsa yang menjadi tema utama tulisan ini. Dengan 
menggabungkan antara metode survei dan wawancara 
terhadap sejumlah pemuka agama Islam di Banjarmasin yang 
diidentifikasi sebagai ulama dalam pengertian yang terbuka 
sebagaimana disebutkan dalam pengantar buku ini, tulisan 
ini ingin menunjukan peta umum dan analisis pendalaman 
terhadap posisi ulama di Banjarmasin terhadap konsepsi 
negara-bangsa. Dinamika sejarah di Kalimatan Selatan secara 
umum menunjukkan bahwa di samping penerimaan dan 
dukungan terhadap negara-bangsa berupa NKRI, tanah 
banjar juga pernah mengalami pemberontakan yang berhasil 
dihentikan. Pada saat yang sama, tanah Banjar yang identik 
dengan Islam selalu membuka ruang relasi dinamis antara 
agama dan kebangsaan, ditambah lagi dengan dinamika 
praktik politik di Indonesia yang terus berkembang secara 
dinamis dari waktu ke waktu. Dinamika tersebut juga hadir 
bersamaan dengan perkembangan pengetahuan dan sumber 
pengetahuan bagi para ulama dan masyarakat secara umum, 
misalnya perkembangan dari teknologi printing ke digital.

Dinamika di atas tentu sedikit banyak memengaruhi sikap 
dan penerimaan para ulama di Banjarmasin terhadap konsep 
negara-bangsa. Sikap dan penerimaan tersebut dipetakan 
secara kuantitatif dan kualitatif ke dalam skala penerimaan dan 
penolakan berdasarkan dimensi-dimensi negara-bangsa dan 
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dalam bentuk diagram (lihat tabel 1 dan 2). Dari penjelasan 
diagram yang ada, fokus tulisan ini adalah melihat ruang 
reservasi dan resiliensi ulama di Banjarmasin terhadap konsep 
negara-bangsa. Penyajian dan analisis kedua ruang tersebut 
untuk menunjukkan dinamika dan kontestasi yang terus 
berlangsung di kalangan para ulama yang diteliti.

Ulama Banjar dan Negara-Bangsa dalam Angka

Diagram karaktersitik penerimaan negara-bangsa
di kalangan ulama Banjarmasin

Mengikut pola pemilihan responden dalam skala nasional, 
30 orang responden di aras lokal Banjarmasin dipilih berdasarkan 
pola persebaran afiliasi kelompok ulama mainstream dari 
organisasi besar, yaitu NU dan Muhammadiyah, MUI, serta 
masing-masing satu orang ulama dari minoritas internal 
Muslim, yaitu Ahmadiyah dan Syiah, serta beberapa otoritas 
keagamaan baru yang aktif di LDK dan berbasis media social, 
serta gerakan sosial baru yang menggunakan jejaring. Dalam 
praktiknya, sejumlah responden juga memiliki silang identitas, 
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terutama yang berafiliasi kepada organisasi mainstream. 
Misalnya, seorang ustaz muda penggagas gerakan keagaman 
lewat media sosial juga berafiliasi kepada organisasi Nahdhalul 
Ulama. Sementara itu seorang ustazah yang dipilih berdasarkan 
afiliasinya kepada orgnisasi wanita NU (Muslimat) juga aktif 
berdakwah di media sosial dan televisi, dan lebih dikenal 
sebagai ustazah pada acara rutinnya di siaran TV lokal di 
Banjarmasin. Contah lain, seorang ustaz freelance yang tidak 
mau mengindentifikasikan dirinya pada organisasi atau gerakan 
keagaman tertentu, menyelesaikan seluruh pendidikan dasar 
dan menengahnya di pesantren dengan tradisi Nahdliyyin 
yang begitu kuat, hingga membuka jalannya untuk menempuh 
pendidikan di Timur Tengah, dan kembali ke Banjarmasin 
sebagai ustaz pengisi pengajian di masjid-masjid dan majelis 
taklim.Ustaz lainnya merupakan tokoh Muhammadiyah di Kota 
Banjarmasin, tetapi juga menjadi orang penting di MUI Kota 
Banjarmasin. Sementara itu, ustaz dari kelompok minoritas 
internal Muslim yang menjadi reposnden sama sekali tidak 
memiliki persilangan identitas berdasarkan afiliasi, kecuali 
afiliasi asal organisasi dan kelompoknya, seperti Syiah dan 
Ahmadiyah.

Keberadaan dan ketiadaan silang identitas responden 
dalam penelitian ini, sedikit banyak, menjelaskan sebaran 
hasil karakteristik ulama di atas. Di antara isu-isu utama yang 
menempatkan sejumlah informan pada posisi tengah yaitu 
konservatif atau ke kanan yaitu eksklusif, radikal, atau ekstrem, 
adalah persepsi mereka tentang posisi minoritas internal 
Muslim, yakni Syiah dan Ahmadiyah dalam negara-bangsa. 
Pada item-item pertanyaan tentang konsep besar negara-
bangsa atau konsep-konsep khususnya dalam praktik negara-
bangsa di Indonesia, seperti Pancasila, Demokrasi, HAM, dan 
lainnya, hampir semua responden menyepakatinya. Posisi ini 
dapat terlihat pada tabel hasil rekapitulasi dimensi prosistem 
dan antikekerasan yang menunjukkan tingginya prosentase 
yang positif. Keadaannya berbeda dengan dimensi toleransi 
dan prokewargaan yang menunjukan angka yang negatif 
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yang signifikan. Kedua dimensi terakhir ini diukur dengan 
pertanyaan-pertanyaan antara lain seputar kepemimpinan 
perempuan, kepemimpinan non-Muslim, dan eksistensi 
dan hak kewargaan minoritas internal Muslim, seperti Syiah 
dan Ahmadiyah. Persilangan identitas dan afiliasi lembaga 
keagamaan di kalangan responden penelitian ini hanya terjadi 
di antara orang-orang yang berafiliasi kepada kelompok 
mainstream keagamaan NU dan Muhammadiyah, ke kelompok-
kelompok lain, atau sebaliknya, tetapi tidak dengan ustaz dari 
kalangan minoritas.
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Relatif sedikitnya selisih antara pandangan yang 
menyatakan ‘setuju’ dan ‘tidak’ pada dimensi toleransi 
dan berimbangnya angka ‘setuju’ dan ‘tidak’ pada dimensi 
prokewargaan, sementara angka ‘setuju’ pada dimensi 
prosistem dan antikekerasan sangat signfikan, menunjukan 
adanya reservasi penerimaan negara-bangsa di kalangan ulama 
banjar yang menjadi responden penelitian ini. Dalam skala 
kuantitatif, keadaan ini menempatkan sejumlah responden 
ke dalam posisi rejectionist (penolakan), sebanyak 30% (9 
dari 30 orang responden), yang tesebar ke dalam tiga ruang 
eksklusif (empat orang), radikal (tiga orang) dan ekstrem (dua 
orang). Pada saat yang sama, signifikannya angka penerimaan 
terhadap sistem yang ada dan penolakan terhadap kekerasan, 
mengindikasikan bahwa penolakan tersebut tidak sepenuhnya 
dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap negara-bangsa. 
Misalnya, pertanyaan tentang pemimpin harus Muslim dijawab 
secara positif. Pada saat yang sama, pembatasan layanan fasilitas 
non-Muslim oleh negara direspon secarara negatif. Pendalaman 
melalui wawancara berhasil mengkonfirmasi varian penolakan 
tersebut di mana pandangan seorang ulama atau tokoh agama di 
Banjarmasin terhadap negara-bangsa dipengaruhi oleh banyak 
faktor, terutama yang bersifat kontekstual dan temporer, dan 
tidak sepenuhnya bertumpu kepada penolakan konseptual 
atau ideologis. Uraian ini akan diperdalam pada subbahasan 
“ruang-ruang reservasi” dan “agenda aksi dan ruang resiliensi”.

 Reservasi yang menempatkan sejumlah responden ke 
posisi eksklusif, radikal, dan ekstrem berkutat pada pertanyaan 
seputar dimensi toleransi dan prokewargaan. Misalnya, 
pertanyaan tentang pemimpin harus Muslim, pemimpin harus 
laki-laki, dan pembatasan ruang publik penganut syiah, dijawab 
secara positif oleh sebagian responden. Sebaliknya, kebolehan 
jabatan publik bagi pengikut Ahmadiyah, kebebasasn bersyarikat 
bagi Syiah, serta kebolehan pemimpin perempuan, dijawab 
secara negatif oleh kelompk responden yang sama. Sementara 
itu, pertanyaan tentang kesesuaian Pancasilan, demokrasi, 
pemerintahan hasil demokrasi dengan Islam, dijawab secara 
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positif juga oleh kelompok responden yang sama. Sebagian 
kecil dari kelompok responden ini lebih jauh memberikan 
respon positif terhadap kemungkinan dikembalikannya tujuh 
kata dari Piagam Jakarta ke dalam Pancasila, atau upaya mencari 
sistem yang lebih baik dari sistem negara-bangsa yang sedang 
berlangsung sekarang. Irisan-irisan ini menandai adanya ruang-
ruang reservasi dalam penerimaan terhadap negara-bangsa di 
kalangan ulama di Banjarmasin.  

Ruang-Ruang Reservasi 
Signifkannya dan variatifnya tingkat intoleransi, baik dalam 
konteks hubungan internal Muslim maupun eksternal dengan 
non-Muslim ataupun yang berbasis gender sebagai konsep 
turunan dari negara-bangsa, dapat dijelaskan dalam pola-
pola reservasi individu ulama di Banjarmasin. Reservasi terjadi 
karena penerimaan terhadap konsep negara-bangsa telah 
disepakati oleh hampir semua responden dan informan. Akan 
tetapi, ada keengganan untuk menerima secara penuh konsep-
konsep turunannya, terutama dalam isu toleransi. Sekalipun 
demikian, keengganan ini tidak dapat sepenuhnya ditafsirkan 
sebagai penolakan terhadap negara-bangsa. Keengganan inilah 
yang menjadi ruang reservasi dan sekaligus menciptakan 
varian heterodoksi terhadap doxa negara-bangsa. Ruang-ruang 
reservasi tersebut, setidaknya dapat dilihat dalam lima keadaan.

1. Kuatnya konsepsi keadilan proporsional sebagai pisau 
bermata dua, yakni isu hubungan mayoritas-minoritas 
dan paradoks HAM, bagi sebagian informan. Keadilan 
proporsional adalah pemahaman keadilan yang didasarkan 
pada proporsi jumlah untuk menentukan hak dan kewajiban 
warga negara. Keadilan proporsional seperti pisau bermata 
dua terhadap konsepsi kewargaan dalam negara-bangsa. 
Di satu sisi, keadilan proporsional memberikan hak yang 
seimbang kepada setiap kelompok masyarakat dalam 
demokrasi sesuai jumlah numeriknya. Padasaat yang sama, 
keadilan proporsional justru menghilangkan hak asasi yang 
melekat pada individu-individu warga negara karena entitas 
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kemanusiaannya, bukan dalam hubungannya kepada 
manusia yang lain berdasarkan jumlah.

Paradoks dalam dalam keadilan proporsional terdapat pada 
pemahaman hak kewajiban yang didasarkan pada asumsi 
mayoritas dan minoritas, sementara demokrasi dalam 
negara-bangsa menghargai setiap individu sebagai entitas 
tunggal yang memiliki hak dan kewajiban yang sama 
dengan individu-individu yang lain, tanpa memperdulikan 
afiliasi numeriknya kepada mayoritas atau minoritas. 
Paradoks ini dapat terlihat pada pandangan sejumlah 
informan di Banjarmasin yang membatasi pengangkatan 
pemimpin non-Muslim dalama level yang bervariasi. 
Beberapa informan seperti bersepakat, sekalipun di tempat 
yang terpisah, menyatakan bahwa secara konseptual 
pemimpin non-Muslim tidaklah menjadi penghalang bagi 
seseorang untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Hal ini 
karena dimungkinkan oleh konstitusi, kecuali untuk jabatan 
presiden. Sekalipun demikian, mereka berpandangan, di 
wilayah mayoritas Muslim seharusnya pemimpinnya juga 
Muslim, sebagaimana wilayah mayoritas non-Muslim, 
pemimpin non-Muslim juga lebih diutamakan. 

Ruang reservasi dalam keadilan proporsional ini masih 
bervariasi pada sejumlah informan. Setidaknya ada tiga 
variasi yang muncul. Pertama, varian informan yang secara 
tegas menyatakan penduduk dengan agama mayoritas 
menjadi batasan untuk menentukan pemimpin harus 
berasal dari kelompok agama mayoritas. Maka, di kalangan 
mayoritas Muslim, pemimpin haruslah seorang Muslim 
sebagai bentuk keadilan. Kedua, proporsi mayoritas 
dan minoritas bukan untuk menentukan batasan, tetapi 
prioritas. Jika ada pemilihan kepala daerah dengan calon 
Muslim dan non-Muslim, maka calon dari kelompok 
mayoritas pemeluk agama harus didahulukan untuk dipilih 
sebagai bentuk komitmen keagamaan. Ketiga, proporsi 
dapat dikalahkan jika pemimpin yang berbeda agama 
dengan kelompok mayoritas dapat berbuat adil dengan 
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semua penduduk di wilayahnya. Akan tetapi, keadilan 
memerlukan empati, dan perbedaan agama membuat 
pemimpin tersebut akan sulit berempati dengan penduduk 
di wilayah yang dipimpinnya. Bagi informan pada varian 
ketiga ini, agama secara signifikan diyakini memengaruhi 
kehidupan masyarakat, maka kebijakan dan kepemimpinan 
harus dapat menyentuh keseluruhan kehidupan masyarakat 
yang dimpimpinnya. Perbedaan agama pemimpin dengan 
mayoritas masyarakat yang dipimpin akan menjadi kendala 
dalam proses kepemimpinan. Karena itu, pemimpin dari 
kelompok agama mayoritas sebaiknya lebih didahulukan 
untuk efektivitas kepemimpinan. 

2. Ruang reservasi yang kedua terjadi karena adanya jarak 
antara pemahaman konseptual para ulama terhadap 
Negara-bangsa sebagai sebuah konsep payung dengan 
persepsi mereka terhadap praktik politik yang sedang 
berlangsung saat ini, baik di tingkat lokal, nasional, 
maupun global. Secara konseptual, hampir tidak ditemukan 
pernyataan yang secara eksplisit, bahkan implisit, menolak 
konsep Negara-bangsa Indonesia. Dengan merujuk kepada 
beberapa sumber klasik, sejumlah informan menyatakan 
keabsahan pilihan bentuk negara yang dianut Indonesia 
saat ini. Seorang informan menegaskan konsepsi Negara-
bangsa sebagai bentuk darul-‘ahd, atau negara hasil 
kesepakatan bersama. Karenanya, maka pemerintahannya 
pun dianggap sah secara konseptual. Dalam konteks 
nasional di Indonesia, penggalian data penelitian ini 
berlangsung di tengah maraknya pemberitaan salah satu 
organisasi Islamis di Indonesia yang dianggap anti terhadap 
konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menolak 
konsep negara-bangsa dan nasionalisme secara umum, dan 
sebaliknya mengusung konsep kesatuan kepemimpinan 
Islam transnasional. Fenomena ini berujung pada 
pencabutan keabsahan organisasi tersebut di Indonesia 
karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. 
Karena itu, semua informan terkesan mengambil jarak 
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dengan fenomena tersebut dengan menegaskan penerimaan 
mereka terhadap konsep negara-bangsa, sistem demokrasi, 
dan bahkan Pancasila, beserta konsep turunannya. 

Pada saat yang sama, penerimaan konsep Indonesia 
sebagai negara-bangsa, bagi sejumlah informan, justru 
disertai penolakan terhadap beberapa praksis dari 
konsep turunannya, seperti konsep ulil amri. Berbeda 
dengan penerimaan konsep negara-bangsa yang mereka 
hubungkan dengan penjelasan konseptual dalam fikih 
siyasah dengan darul ‘ahd, pertanyaan tentang ulil amri 
justru mereka hubungkan dengan praktik politik yang 
sedang berlangsung sehingga muncul pernyataan berikut 
misalnya, “pemerintah hasil pemilu di Indonesia ini bisa 
disebut sebagai ulil amri, tetapi syarat ulil amri itu banyak, 
pemerintah yang ada saat ini itu belum bisa disebut ulil 
amri”. Di satu sisi, mereka menerima pemerintahan hasil 
proses demokrasi langsung berupa pemilu sebagai ulil 
amri, tetapi penerimaan konseptual tersebut tersamar 
dengan penolakan terhadap pemerintahan yang ada, yang 
sebenarnya merupakan persepsi terhadap praktik politik 
yang sedang berlangsung. 

Ada dua hal mendasar yang saling berhubungan yang 
tampak pada bentuk reservasi ini. Pertama, afiliasi kelompok 
dan momen politik ketika wawancara berlangsung. Afiliasi 
kelompok ditandai oleh organisasi asal informan, ketika 
artikel ini dituangkan, secara implisit tidak berada pada 
kelompok pemerintah yang berkuasa. Afiliasi kelompok ini 
juga dikuatkan dari rujukan informan pada saat wawancara 
berlangsung ke group media sosial yang merupakan group 
resmi dari sebuah organisasi, untuk menunjukkan kurang 
terpenuhinya syarat sebagai ulil amri dari pemerintah 
yang berkuasa saat ini. Tanpa mempertimbangkan 
akurasi informasi yang dirujuk dalam group media sosial 
tersebut, hal ini cukup unutk menunjukkan bahwa sikap 
terhadap konsep turunan dari konsep negara-bangsa 
tesebut merupakan persepsi individual yang dibentuk 
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oleh afiliasi organisasinya yang difasilitasi oleh group 
media sosial. Sikap umum organisasi dan kelompok afiliasi 
tersebut secara sederhana dapat dihubungkan dengan 
momen politik yang sedang berlangsung pada saat artikel 
ini dituliskan, mejelang pemilu, terutama pilpres 2019. 
Informan yang sama memberikan contoh yang konkrit 
tentang tidak terpenuhinya syarat ulil amri pemerintah saat 
ini dengan kasus penetapan awal Ramadan dan hari raya 
Islam dari Pemerintah. Karena pemerintah tidak memenuhi 
syarat sebagai ulil amri, maka tidak ada kewajiban Muslim 
di Indonesia untuk menaati keputusan pemerintah dan dan 
karena itu mengambil sikap yang berbeda.

Jarak antara penerimaan konseptual dan persepsi terhadap 
praktik politik yang ada memengaruhi penerimaan terhadap 
negara-bangsa secara dinamis. Di satu sisi, perubahan 
praktik politik juga dapat memengaruhi penerimaan 
terhadap konsep turunan negara-bangsa tadi sesuai dengan 
tingkat kepentingan masing-masing yang berbeda. Di sisi 
yang lain, hal ini juga menjelaskan bahwa hubungan antara 
pemahaman dan penerimaan tokoh-tokoh agama, dalam 
hal ini Islam, terhadap konsep negara, tidak sepenuhnya 
problem konseptual, tetapi juga dikonstruk oleh isu dan 
kepentingan politik yang berlangsung di sekitarnya. 
Berbeda dengan ruang reservasi pertama yang berbasis 
pada keadilan proporsional, ruang reservasi kedua sangat 
mungkin berubah sesuai dengan perubahan afiliasi dan 
posisi politik seseorang secara praktis. Sementara itu, pada 
keadilan proporsional perubahan tidak bisa terjadi dengan 
cepat, karena berhubungan dengan isu identitas.

3. Berbeda dengan pola reservasi kedua yang menunjukkan 
pemahaman konseptual yang mendalam, tetapi tidak serta 
merta berhubungan dengan persepsi mereka terhadap 
praktik politik yang ada, beberapa informan memang 
tidak menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap 
konsep negara-bangsa dalam diskursus keislaman. 
Sejumlah informan secara tegas menyatakan disclaimer 
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di awal wawancara bahwa dia bukanlah orang ahli dalam 
tema yang diperbincangkan, politik Islam. Keterbatasan 
pengetahuan ini sebenarnya dapat dihubungkan dengan 
uraian sebelumnya tentang trend isu dalam pengajaran 
Islam, baik di pesantren maupun majelis taklim di 
Banjarmasin, yang memang tidak banyak menyentuh isu 
fikih siyasah dalam Islam, kecuali ketika ada pertanyaan 
dari para audiens dalam pengajian. Hal ini juga dikonfirmasi 
oleh sedikitnya karya-karya ulama lokal, untuk mengatakan 
nyaris tidak ada, yang membicarakan isu tentang siyasah 
atau politik dalam Islam. Secara historis, sekalipun karya 
ulama besar tanah Banjar adalah karya fikih, seperti Kitab 
Sabilal Muhtadin, tetapi tema tentang fikih politik juga 
bukan tema utama yang diperbincangkan.

Selain alasan absennya diskursus fikih siyasah di kalangan 
ulama Banjar secara umum, sebagain ulama atau tokoh 
agama yang menjadi informan dalam penelitian ini juga tidak 
berlatar belakang pendidikan Islam. Seorang informan yang 
memimpin sebuah organasasi berskala nasional di tingkat 
lokal, misalnya, telah aktif di organisasi tersebut sejak usia 
sekolah menengah. Sementara itu, pendidikan formalnya, 
hingga jenjang doktoral tidak ada satu pun ditempuh di 
institusi pendidikan agama Islam. Bagi dia, pengetahuan 
tentang agama diperoleh sepenuhnya dari aktivitas 
organisasi dan pengajian-pengajian yang diikutinya. Kasus 
ini terjadi pada beberapa orang informan dengan afiliasi 
organisasi yang beragam. 

Dua keadaan di atas menjadi alasan keterbatasan 
pengetahuan beberapa informan atau tokoh agama lokal 
di Banjarmasin terhadap terma-terma kunci dalam konsep 
turunan negara-bangsa seperti konsep ahlu 'l-ḥalli wa 
'l-ʿaqdi, ulil amri, dzimmī, dan al-walāʾ wa ‘l-barāʾ. Dalam 
konteks sistem ketatanegaraan, seorang informan dengan 
sederhana menyatakan bahwa sistem ahlu 'l-ḥalli wa 
'l-ʿaqdi tidak dapat diterapkan di Indonesia hanya dengan 
merujuk pada pernyataan umum bahwa ahlu 'l-ḥalli wa 
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'l-ʿaqdi adalah kumpulan para ulama dalam pengertian 
ahli agama. Tidak ada elaborasi mendalam tentang konsep 
tersebut, kecuali pernyataan bahwa “itu kan lembaganya 
ulama”. Akan tetapi dengan pernyataan tersebut, informan 
yang bersangkutan tidak pula secara tegas menyatakan 
menolak atau menerima sistem demokrasi yang dianut 
sehingga cenderung pasif terhadap sistem yang berlaku 
saat ini. Atas dasar itu, penerimaan konsep negara-bangsa 
sepenuhnya disebabkan alasan menerima kesepakatan para 
pendiri bangsa, tetapi lembaga-lembaga di dalamnya tidak 
bisa disematkan konsep-konsep Islami. 

Dalam konteks ulil amri, seorang informan dengan tegas 
menyatakan bahwa pemerintahan di Indonesia bukanlah 
ulil amri semata-mata karena Indonesia bukan Negara 
Islam. Sekalipun demikian, pemerintahan ini tetap dianggap 
sah karena Indonesia memang tidak berdasar kepada 
Islam. Logika yang dibangun tidak berdasarkan penjelasan 
konseptual tentang terma ulil amri sebagai terma politik 
dalam Islam, tetapi semata-mata menggunakan pemahaman 
umum ulil amri sebagai terma Islam yang hanya berlaku 
bagi negara Islam dan tidak pas dikenakan kepada praktik 
politik dan pemerintahan di Indonesia saat ini, tanpa 
menolak sistem pemerintahan yang ada. 

Contoh lain yang juga menunjukkan absennya pemahaman 
terhadap terma fikih adalah konsep al-walāʾ wa ‘l-barā 
yang dipahami sebagai wali dan kebaikan. Pemahaman 
ini tentu saja menunjukkan secara sederhana absennya 
pengetahuan informan terhadap beberapa konsep dasar 
dalam fikih siyasah/hukum tata negara Islam. Berbeda 
dengan padangan politik kalangan Islamis, yang menjadikan 
konsep al-walāʾ wa ‘l-barā sebagai dasar legitimasi 
segmentasi warga negara berbasis agama antara Muslim dan 
Kafir (non-Muslim). Dengan pandangan ini, salah seorang 
informan justru menerima konsep al-walāʾ wa ‘l-barā untuk 
menunjukkannya sebagai tujuan bernegara. Kesederhaan 
jawaban dan absennya pemahaman tersebut semakin 
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menegaskan rendahnya tingkat urgensi pemahaman 
konsep-konsep dasar ketatanegaraan dalam Islam bagi 
sebagian ulama. 

Dalam konteks di atas, sikap dan pengetahuan sebagian 
ulama sepenuhnya berdasarkan pada persepsi mereka 
terhadap praktik politik yang ada dengan menggunakan 
common sense, dengan keterbatasan pemahaman terhadap 
terma-terma fikih yang berhubungan dengan politik sebagai 
turunan dari konsep negara-bangsa. Sebagaimana ruang 
reservasi kedua, pola reservasi yang ketiga ini juga sangat 
besar kemungkinan untuk berubah sesuai perubahan 
kepentingan dan situasi komunitas yang bersangkutan, 
karena diskursus konseptual tentang negara-bangsa dan 
konsep turunan dalam Islam hampir sepenuhnya absen.

4. Ruang reservasi yang keempat terbentuk karena adanya 
jarak antara referensi konseptual dan referensi literatur 
keislaman kontemporer, termasuk media digital. (misalnya 
HAM dan konspirasi non-Muslim terhadap umat Islam, dan 
pemimpin perempuan). Pada ruang reservasi yang kedua, 
telah terungkap bahwa pemahaman konseptual terhadap 
negara-bangsa menurut beberapa informan kadang berjarak 
dengan persepsi mereka terhadap praktik politik yang ada. 
Persepsi terhadap politik praktis tesebut dibentuk antara 
lain oleh referensi literatur keislaman. Seorang informan 
dengan fasih menjelaskan konsep kenegaraan dalam Islam 
dengan merujuk kepada literatur keislaman klasik. Bahkan, 
di ruang tamu tempat berlangsung wawancara seorang 
informan, tersusun dengan rapi sejumlah besar kitab-
kitab primer studi Islam terutama dalam kajian hadis dan 
fikih dalam sebuah almari besar empat rak yang lebarnya 
sekitar dua meter. Ketika pertanyaan wawancara diarahkan 
pada kontekstualisasi konsep-konsep kenegaraan Islam 
tersebut dengan isu-isu kontemporer, semisal isu HAM 
dan pemimpin non-Muslim, informan tersebut tidak lagi 
merujuk ke kitab-kitab primer tersebut, tetapi ke barisan 
kecil buku-buku terjemahan dalam bahasa Indonesiayang 
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tersusun sebaris persis di belakang kursi tempat duduk 
informan yang bersangkutan. Buku-buku tersebut sebagian 
besar adalah buku-buku karangan tokoh Islamis dari Timur 
Tengah, seperti Al-Albani, Al-Nabhani, dan A’id Al-Qarni. 
Tanpa spesifik merujuk kepada buku tertentu, informan 
tersebut hanya merujuk bahwa isu semisal HAM adalah 
isu bentukan Barat untuk menguasai umat Islam. Bagi dia, 
Islam sendiri telah memiliki konsep HAM sendiri tanpa 
perlu belajar dengan Barat.

Literatur kelompok kedua di atas ditempatkan sebagai 
bacaan harian yang dapat dirujuk langsung. Struktur 
penempatan kedua jenis literatur ini juga memungkinkan 
akses terhadap literatur kedua lebih mudah. Ketika 
ditanyakan dari mana literatur-literatur kelompok kedua ini 
berasal, informan menyebut rekomendasi sejumlah teman 
dan pencarian personal di toko-toko buku. Rekomendasi 
buku sering kali juga datang dari grup-grup media sosial, 
seperti grup WhatsApp yang dia kuti. Kepentingannya 
adalah memperbaharui informasi berdasarkan literatur 
terkini.

5. Ruang reservasi terakhir adalah posisi teologis kalangan 
Islamis terhadap konsep kepemimpinan dalam Islam. 
Secara khusus, fenomena ini terjadi pada dua kasus dari 
individu dengan afiliasi kelompok yang berbeda. Kasus 
pertama terjadi posisi seorang ulama Salafi dalam hal 
memilih pemimpin non-Muslim dan ketaatan kepada ulil 
amri. Dalam isu ketaatan kepada ulil amri, informan secara 
tegas menyatakan kewajiban ketaatan mutlak sebagaimana 
perintah hadis. Ulama yang bersangkutan mendasarkan 
pendapatnya kepada hadis yang memerintahkan ketaatan 
sepenuhnya kepada pemimpin sekalipun dia seorang 
hamba Ethiopia. Hamba Ethiopia ini dimaknai lebih 
luas sampai mencakup non-Muslim, ketika dia menjadi 
pemimpin maka dikenai hukum untuk ditaati sebagai ulil 
amri. Pada saat yang sama, mereka membatasi kebolehan 
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mengangkat pemimpin non-Muslim, hanya ketika tidak ada 
pilihan lain yang beragama Islam. Seorang Muslim wajib 
memilih pemimpin Muslim sekalipun dengan kualifikasi 
yang lebih rendah daripada calon pemimpin non-Muslim.

Kasus lain adalah kempimpinan perempuan dalam 
pandangan seorang ustazah kelompok Tarbiyah. Dia 
menyatakan penerimaan penuh terhadap konsep negara-
bangsa sebagai kesepakatan bersama, dan kesamaan hak 
semua warga bangsa untuk diangkat sebagai pemimpin, 
termasuk perempuan. Sekalipun demikian, dia tidak dapat 
menerima kepemimpinan perempuan karena “ancaman” 
hadis tentang kehancuran ketika suatu bangsa dipimpin 
oleh perempuan. “bukan tidak boleh, tapi saya takut jika 
itu akan menjadi jalan kehancuran bagi bangsa, karena itu 
kata hadis” tegasnya.

Dalam ruang-ruang reservasi di atas tampak bahwa 
penerimaan terhadap konsep negara-bangsa itu adalah 
perkara yang hampir selesai di semua segmen ulama 
yang diteliti. Akan tetapi, reservasi sebagian besar terjadi 
pada konsep turunannya, terutama yang berhubungan 
dengan kewargaan dan HAM ketika dihadapkan dengan 
pemeluk agama lain. Hal ini berimbas pada sikap intoleran 
atau setidaknya lazy tolerance dengan cara bersikap pasif 
terutama terhadap hak kewargaan non-Muslim. Sekalipun 
demikian, keberadaan reservasi dalam penerimaan 
konsep negara-bangsa di kalangan sejumlah ulama di 
Banjarmasin tidak serta merta disertai posisi ideologis 
yang menolak negara-bangsa (rejectionist) sebagaimana 
yang tergambar dalam survei. Sebaliknya, dari sejumlah 
wawancara ditemukan varian reservasi yang lebih bersifat 
temporer dan kontekstual berdasarkan fenomena social, 
ekonomi, dan politik pada saat wawancara berlangsung. 
Dengan demikian, posisi tersebut sebenarnya sangat besar 
kemungkinannya untuk berubah secara dinamis sesuai 
dengan diskursus social, ekonomi, dan politik yang sedang 
berkembang. 
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Karena itulah, ruang-ruang reservasi yang ada di kalangan 
ulama di Banjarmasin, juga mendorong lahirnya ruang-
ruang resiliensi. Ruang reservasi yang lebih besar terjadi 
pada kelompok yang mempunyai tradisi dan identitas yang 
“segmented”, sementara resiliensi berkembang disertai 
pemeliharaan terhadap sejumlah tradisi yang ditransmisi 
dan ditransformasikan dari generasi ke generasi di kalangan 
Muslim Banjar

Agenda Aksi dan Ruang Resiliensi
Di tengah kuatnya ruang reservasi pada sebagian ulama di 
Banjarmasin yang diteliti, ulama dan pemuka agama Islam 
secara umum masih memainkan peran sentral di masyarakat 
Banjar. Dalam konteks masyarakat Banjar yang selalu 
diidentifikasi secara positif dengan Islam, peran pemimpin 
Islam selalu ditempatkan dalam posisi yang signifikan (Lihat 
Mujiburrahman, 2018; Rahmadi, 2012). Sejarah Banjar sejak 
dari pertama berdiri dalam bentuk kesultanan hingga saat ini 
selalu mencatat kehadiran ulama-ulama sebagai figur sentral, 
sebagiannya bahkan menjadi bagian dari kekuasaan, seperti 
Mufti atau penasihat keagamaan Sultan. Kehadiran para ulama 
tersebut juga memengaruhi secara signfikan arah sejarah, 
social, dan politik masyarakat Banjar, hingga saat ini (Helius 
Syamsudin; Rahmadi 2012; Syahriansyah 2016). Sentralitas 
peran para ulama di Banjarmasin saat ini bervariasi mulai 
dari keterlibatan pada ormas Islam mainstream, seperti NU, 
Muhammadiyah, dan MUI, pengasuh pengajian rutin terbuka 
atau mejalis taklim hingga terinstitusi dalam bentuk pesantren. 
Jangkauan para ulama dalam peran-peran tersebut terhadap 
masyarakat bervariasi dari ribuan orang yang secara rutin 
berkumpul belajar Islam kepada seorang ulama besar, seperti 
pengajian Tuan Guru Muhamad Zaini Abdul Ghani atau Guru 
Sekumpul di Martapura, semasa hidup beliau atau Tuan Guru 
Zuhdiannor di Kota Banjarmasin saat ini. Ada pula ulama yang 
mengasuh pengajian dengan jumlah jemaah puluhan hingga 
ratusan, tetapi berlangsung di banyak tempat. Salah seorang 



287Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-kota Indonesia

informan dalam tulisan ini, misalnya, mengasuh sampai 45 
pengajian atau majelis taklim rutin dalam sebulan, baik yang 
mingguan, dua mingguan, atau bulanan. 

Pada saat penelitian ini berlangsung, ruang publik utama 
para ulama di Banjarmasin didominasi oleh majelis taklim atau 
pengajian-pengajian, baik yang berlangsung di masjid, langgar, 
musala, rumah, atau tempat khusus yang difungsikan sebagai 
majelis taklim secara berkala, seperti di pasar atau pertokoan. 
Sebagian ulama juga menggunakan media televisi dan radio, 
serta media sosial untuk menjangkau jemaahnya. Tentu ada 
perbedaan antara ruang-ruang publik pertama seperti pengajian 
dengan interaksi langsung, bila dibandingkan dengan ruang 
publik virtual seperti di media sosial atau televisi dan radio. Pada 
yang pertama, terjadi pertemuan langsung antara seorang ulama 
dengan audiensnya secara langsung dan berkala. Pada saat itu 
dapat terjadi proses konfirmasi dan rekonfirmasi berbagai isu 
dalam bentuk pertanyaan dari audiens dan jawaban dari ustaz 
atau ustazah. Sekalipun tidak selalu terjadi pertemuan langsung, 
tetapi, pada yang kedua, jejak digital yang ditinggalkan 
memungkinkan repitisi “pertemuan” virtual dengan memutar 
ulang atau bahkan menyebarkannya di kesempatan lain. Hal 
ini memungkinkan cara kedua mencapai audiens yang lebih 
banyak secara relatif, tetapi dengan keterbatasan konfirmasi 
dan rekonfimarsi isu-isu yang muncul. Perbedaan ini sedikit 
banyak memengaruhi pemahaman dan penerimaan ulama dan 
masyarakat terhadap konsep negara-bangsa di Banjarmasin.

Jika konsep negara-bangsa dipahami sebagai konsep 
politik, di ruang-ruang tersebut, tidak banyak—untuk tidak 
mengatakan tidak ada—pembahasan mengenai politik Islam 
atau fikih siyasah. Sebagaimana tergambar dari karya-karya 
ulama Banjar yang didominasi oleh karya-karya di bidang 
Aqidah dan Tasawuf (Rahmadi 2007, 2012; Makkie 2011; 
Syaifudin 2013), maka diskursus fikih siyasah atau politik 
dalam Islam juga tidak banyak disentuh. Bahkan dalam karya 
monumental Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Kitab Sabilal 
Muhtadin, yang merupakan kitab fikih, diskursus fikih siyasah 
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tidak banyak diulas. Setali tiga uang dengan diskursus keislaman 
yang dominan dalam karya-karya para ulama di Banjar, tema-
tema payung yang dibahas dalam pengajian-pengajian tersebut 
juga masih berkisar pada masalah akidah, tasawuf, dan 
amaliyah harian. Tidak seorang pun informan yang dimintai 
penjelasannya menjadikan tema yang bersentuhan dengan 
fikih siyasah sebagai tema pengajiannya. Tema-tema tersebut 
mungkin muncul secara sporadik dalam proses tanya jawab 
yang mengiringi pengajian yang berlangsung, terutama pada 
pertemuan langsung ustaz/ustazah dengan audiensnya dalam 
sebuah majelis taklim atau pengajian. Pertanyaan yang muncul 
dari jemaah sering kali berdasarkan kejadian atau peristiwa 
tertentu di masyarakat yang mereka saksikan dan alami 
langsung, atau dipantik oleh media informasi virtual, seperti 
televisi, radio, dan media sosial. 

Dalam keadaan di atas, isu politik, temasuk konsep 
negara-bangsa dengan dimensi-dimensinya seringkali menjadi 
blind spot sentralitas peran ulama di Banjarmasin. Isu ini lebih 
banyak dielaborasi dalam media-media baru, terutama media 
digital, seperti media sosial. Pembahasan isu politik, termasuk 
negara-bangsa dan turunannya di ruang baru ini, sedikit 
banyak, mempengaruhi pemahaman dan penerimaan massa 
terhadap negara-bangsa baik positif maupun negatif. Massa 
yang dimaksud di sini mencakup para ulama yang menjadi 
subyek penelitian ini dan para audiensnya. Sebagian kelompok 
yang mengisi ruang kosong ini berafiliasi ke dalam kelompok 
pemikiran islamist yang berpadangan negatif terhadap konsep 
negara-bangsa serta dimensi-dimensi turunannya. Hal inilah 
yang mempengaruhi konstruksi ruang-ruang reservasi di atas.

Dalam konteks di atas, penerimaan dan reservasi negara-
bangsa dan dimensi turunannya di Banjarmasin dapat dilihat 
dalam saling keterkaitan antara tiga hal sekaligus: sentralitas 
ulama, blind spot diskursus fikih siyasah pada ruang publik 
ulama, dan kehadiran media baru. Pertanyaan penting yang 
harus diajukan adalah, mengapa kuatnya reservasi terhadap 
negara-bangsa di Banjarmasin tidak berujung pada penolakan 
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yang lebih kuat? Ada dua tesis yang dapat diajukan berdasarkan 
temuan lapangan penelitian ini. Pertama, ingatan sejarah 
Banjar yang menjadi bagian integral Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan kedua, menguatnya literasi media di kalangan 
sebagian ulama sehingga mendorong menguatnya resiliensi 
terhadap penolakan konsep negara-bangsa atau kosnep 
turunannya.

Pada tesis yang pertama, seorang informan adalah 
pimpinan sebuah ormas Islam besar di Kota Banjarmasin yang 
sekaligus juga politisi partai Islam tertua di Indonesia. Secara 
personal, ia juga bersimpati kepada tokoh Muslim nasional 
yang memimpin organisasi massa Islam yang sering ditampilkan 
media sebagai kelompok keras. Dengan kebersilangan identitas 
tersebut, sang informan menuturkan ikatan emosionalnya baik 
personal maupun komunal sebagai orang Banjar terhadap 
NKRI dengan cerita langgar Hinduan di sisi sungai Martapura 
di tengah kota Banjarmasin yang menjadi tempat pidato KH 
Hasyim Asy’ari menyampaikan hasil Bahtsul Masa’il Muktamar 
NU di Banjarmasin pada tahun 1936 yang menyatakan bahwa 
Indonesia adalah Darussalam. Pernyataan ini yang kemudian 
menjadi dasar dari sikap politik warga NU selanjutnya untuk 
menerima, membela, dan mempertahankan NKRI, termasuk 
di Banjarmasin. Ingatan sejarah ini menjadi faktor pembentuk 
resiliensi terhadap ide-ide yang menolak Negara-bangsa.

Dalam kasus ini, memori atau ingatan sejarah lokal dapat 
dibedakan dengan ingatan sejarah global. Pada yang pertama, di 
kalangan sebagian ulama di Banjarmasin, ingatan sejarah lokal 
justru mengikat secara emosional orang yang bersangkutan 
dengan realitas politik yang ada. Walhasil, ingatan ini dapat 
menjadi faktor pembentuk resiliensi terhadap pandangan-
pandangan yang bertentangan dengan realitas dan idealitas yang 
ditinggalkan oleh ingatan sejarah tersebut. Dengan mengikat 
ingatan itu kepada keputusan ulama pada masa lalu yang 
secara spesifik merujuk kepada realitas politik saat itu, yakni 
perjuangan kemerdekaan Indonesia, ulama yang bersangkutan 
berhasil membangun legitimasi tidak hanya politik bahkan 
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juga religius penerimaan terhadap konsep negara-bangsa yang 
dianut Indonesia. Hal ini dapat dengan mudah terbangun 
karena ketersambungan ingatan secara berjenjang dari satu 
generasi ke generasi yang diikat oleh beragam ritual yang 
menyertainya (Leger 2000). Dalam konteks ini ikatan organisasi 
dan afiliasi politik informan yang bersangkutan dan aktivitas-
aktivitas oraganisasi dan politik yang menyertainya menjadi 
ritual yang mengikat ingatan tersebut secara terus menerus.

Berbeda keadaannya jika dibandingkan dengan lompatan 
ingatan sekelompok Muslim yang lain di Indonesia yang 
menolak konsep negara-bangsa. Merujuk kepada hasil 
penelitian Noorhaidi Hasan dkk. tentang literatur keislaman 
generasi melineal (Hasan 2018), penentang konsep Negara-
bangsa di Indonesia melompatkan ingatan mereka ke luar 
ruang dan waktu lokal. Ingatan sejarah mereka dibangun 
berdasarkan kisah kejayaan Turki Usmani sebagai kekhalifahan 
Islam yang selama berabad-abad menguasai dunia, khususnya 
daerah Timur Tengah dan Eropa. Tidak ada jejaring ingatan 
berjenjang yang dibangun berdasarkan pengalaman sejarah 
lokal dan aktual. Karena itu, ingatan mereka tentang masa 
lalu mendorong sikap puritan terhadap realitas sejarah yang 
mereka hadapi saat ini. Sikap puritan ini tidak selalu dalam 
pengertian rujukan kepada generasi awal Islam secara kaku, 
tetapi purifikasi kenyataan sejarah berdasarkan idealitas masa 
lalu yang diyakini. Pola yang sama dapat dibandingkan dengan 
eksistensi kelompok-kelompok muslim lainnya dalam Islam 
dalam merujuk ke masa lalu (Afsarudin 2007; bandingkan 
dengan Zaman 2002). 

Pentingnya kapitalisasi ingatan sejarah tentang masa lalu 
sebagai faktor pembentuk resiliensi juga dipahami secara 
baik oleh sebagian ulama di Banjarmasin. Atas dasar itu, 
maka lahirlah gerakan resiliensi kedua yang terstruktur, yakni 
gerakan literasi media. Ada dua pola gerakan ini. Pertama, 
menggunakan media televisi dan siaran radio lokal, dan kedua 
menggunakan media sosial. Gerakan yang pertama terstuktur 
dengan kerja sama lembaga penyiaran lokal atau nasional, baik 
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televisi maupun radio, dengan lembaga pendidikan tinggi Islam 
negeri di Banjarmasin. Misalnya, secara berkala, setiap minggu 
ada dosen yang ditugaskan untuk mengisi acara “Majelis Sore” 
di sebuah TV Lokal. Acara tersebut ditayangkan secara live 
dengan tema beragam, mulai dari isu-isu remaja, bagaimana 
menyikapi medsos, pendidikan keluarga, dan lainnya. Salah 
seorang ustazah yang secara rutin mangasuh acara “Majelis 
Sore” dengan tema konsultasi keluarga menjadi informan dalam 
penelitian ini. Ustazah yang juga merupakan aktivis sayap 
perempuan Ormas Islam terbesar di Indonesia untuk wilayah 
di Kalimantan Selatan ini menyatakan kesadaran penuh akan 
perang media, dan menyelipkan pesan-pesan kebangsaan, 
toleransi, dan penghargaan terhadap kewargaan lewat acara 
tersebut, sekalipun tema utamanya adalah konsultasi keluarga. 
Secara terencana ustazah ini juga membina sejumlah kader 
daiyah di rumah dengan pendekatan Islam yang ramah dan 
terbuka. Bersama dengan mahasiswanya di kampus, dia juga 
aktif memproduksi film-film pendek yang menyelipkan pesan-
pesan toleransi dan pedamaian. Konten-konten positif ini 
diunggah di media sosial seperti YouTube. Seorang responden 
penelitian ini dengan visi moderat juga aktif mempromosikan 
gerakan “Ayo Mengaji” di media sosial. Gerakan ini bahkan 
mendapatkan jam tayang khusus di lembaga penyiaran televisi 
daerah di Banjarmasin. Gerakan ini memang tidak secara 
spesifik menyentuh isu kebangsaan, tetapi gerakan ini secara 
sengaja dikampanyekan untuk mengisi konten positif di media 
sosial dan televisi, sebagai konternarasi dari konten-konten 
negatif yang juga bertebaran di media sosial.

Di luar gerakan literasi media yang terstruktur, media 
sosial seperti youtube dan facebook juga menjadi alat ekspresi 
kuatnya pengaruh ulama lokal di Banjarmasin. Kekuatan ini 
dapat dikapitalisi sebagai sumber konten positif media untuk 
membangun resiliensi penolakan terhadap negara-bangsa. 
Misalnya, dengan mengetik kata kunci “Guru Zuhdi” (nama 
panggilan Tuan Guru K.H. Zuhdiannor), ulama lokal kharismatik 
di Banjarmasin, kita akan menemukan ratusan postingan 
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ceramah, baik berupa potongan atau ceramah lengkap. 
Pengajian guru Zuhdi tidak banyak menyentuh isu-isu politik, 
bahkan terkesan menghindarinya. Secara umum, pengajian 
Guru Zuhdi menggunakan pendekatan sufisme populer. 
Pengajian-pengajian tersebut, lebih banyak mengelaborasi 
perkara-perkara akhlak dan budi pekerti dengan menggunakan 
terminologi lokal dan kasus-kasus keseharian. Jika terselip 
tema tentang hukum atau fikih, juga akan dilihat dalam 
kacamata yang sama, tidak semata-mata perkara hukum. Guru 
Zuhdi masih menjadi magnet utama pengajian di Banjarmasin 
saat ini, baik langsung di lokasi pengajian maupun di media 
sosial. Ceramah-ceramah beliau selalu dihadiri ribuan audiens. 
Sementara itu, di YouTube, ceramahnya rata-rata telah ditonton 
oleh puluhan ribu orang, yang jangkauannya telah melampui 
kota Banjarmasin. Pengajian rutinnya juga tidak hanya diminati 
orang tua, tetapi juga berhasil menarik minat anak muda. Di 
kota Banjarmasin, fenomena Guru Zuhdi merupakan salah 
satu faktor konstruksi utama resiliensi dari ide-ide antinegara-
bangsa dan persebarannya. Sementara itu, beberapa informan 
lain secara tegas juga menyatakan pentingnya isu kebangsaan 
dalam pengajian-pengajian mereka, sekalipun disampaikan 
secara sporadik sesuai keadaan atau pertanyaan ketika 
pengajian berlangsung.

Kesimpulan
Identifikasi positif Banjar dan Islam menempatkan ulama selalu 
dalam posisi sentral konstruksi sosial, budaya, agama, dan 
bahkan politik di Banjarmasin, termasuk dalam penerimaan 
ataupun penolakan terhadap konsep negara-bangsa. Konstruksi 
tersebut tidak sepenuhnya bertumpu pada idealitas pengetahuan 
para ulama yang menjadi subyek penelitian ini. Hal ini karena 
pengetahuan para ulama sendiri juga dikonstruksi oleh 
beragam hal di luar diri mereka. Proses konstruksi inilah yang 
melahirkan heterodoxi penerimaan terhadap negara-bangsa di 
kalangan ulama di Banjarmasin berupa ruang-ruang reservasi. 
Selain literatur keislaman dan pendidikan Islam tradisional yang 



293Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-kota Indonesia

bervarisi di masing-masing individu ulama yang diteliti, afiliasi 
kelompok serta akses terhadap media baru juga memengaruhi 
dinamika penerimaan mereka terhadap konsep negara-bangsa 
yang tergambar pada pandangan mereka terhadap dimensi-
dimensi turunan negara-bangsa secara relatif. Dinamika ini juga 
diperkuat dengan momen musim politik ketika penelitian ini 
dilakukan, di mana konsepsi pengetahuan sering kali tersamar 
dengan persepsi terhadap praktik politik yang pernah ataupun 
sedang berlangsung. 

Dengan demikian, relatif tingginya posisi negatif terhadap 
dimensi toleransi dan prokewargaan di kalangan ulama 
di Banjarmasin tidak serta merta dapat dipahami sebagai 
penolakan ideologis terhadap negara-bangsa. Posisi tersebut 
hanya menandai ruang-ruang reservasi dalam penerimaan 
negara-bangsa yang—pada saat bersamaan—ditandai dengan 
tingginya prosentase positif para informan terhadap dimensi 
antikekerasan dan prosistem. Heterodoxi dari ruang reservasi 
ini tidak secara tegas menafikan orthodoxi penerimaan terhadap 
negara-bangsa yang—sebaliknya—mendorong lahirnya ruang-
ruang resiliensi, baik berupa pengetahuan maupun aksi yang 
menciptakan narasi tandingan. 

Pada akhirnya, identitas keislaman yang melekat pada 
etnisitas Banjar akan selalu menempatkan ulama pada posisi 
sentral untuk terus berkontestasi dalam isu negara-bangsa. 
Resiliensi akan menguat ketika ia terkonsolidasi dalam aliansi 
para pemilik pandangan dan sikap yang sama. Keberadaan 
ulama-ulama kharismatik yang tidak bersentuhan langsung 
dengan diskursus politik dan topik negara-bangsa, juga dapat 
dikapitalisasi untuk penguatan diskursus kebangsaan yang 
positif, bukan dalam pengertian politik praktis. Sebaliknya, 
reservasi juga dapat menguat jika faktor-faktor konstruktifnya 
yang beragam tidak berhasil direspon secara positif.  
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